
 

 

BAB V  

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang 

telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai 

berikut :  

1. Pelaksanaan perjanjian kewajiban orang tua pasca 

perceraian dalam masyarakat Suku Lembak Kelurahan 

Panorama Kota Bengkulu dilakukan melalui mekanisme 

musyawarah keluarga secara adat yang melibatkan kedua 

orang tua yang bercerai, keluarga besar dari masing-

masing pihak, serta tokoh adat dan tokoh agama sebagai 

penengah dan pengawas. Perjanjian ini dibuat setelah 

terjadinya perceraian dengan tujuan utama menjamin 

terpenuhinya hak-hak anak, baik hak nafkah, pendidikan, 

kesehatan, pengasuhan, kasih sayang, maupun 

perlindungan dari penelantaran. Kesepakatan tersebut 

pada umumnya dilakukan secara lisan, namun dalam 

perkembangannya sebagian masyarakat mulai 

menuangkannya dalam bentuk tertulis sebagai penguatan 

komitmen bersama dan diketahui oleh tokoh adat atau 

tokoh agama setempat. 

Dalam praktiknya, pembagian tanggung jawab 

orang tua pasca perceraian dilakukan secara proporsional 

dan kontekstual, di mana ayah pada umumnya dibebankan 



 

 

kewajiban pemberian nafkah, sedangkan ibu menjalankan 

peran utama dalam pengasuhan sehari-hari, kecuali 

terdapat kesepakatan lain yang dianggap lebih maslahat 

bagi anak. Pelaksanaan kewajiban ini tidak hanya 

didasarkan pada kesadaran hukum formal, tetapi juga 

dilandasi oleh nilai-nilai adat, tanggung jawab moral, dan 

prinsip gotong royong dalam keluarga besar. Meskipun 

pelaksanaannya tidak selalu berjalan ideal, seperti adanya 

keterlambatan nafkah akibat kondisi ekonomi, perjanjian 

adat tersebut tetap dijaga melalui pendekatan kekeluargaan 

dan musyawarah, dengan pengawasan sosial dari keluarga 

dan tokoh adat. Oleh karena itu, perjanjian kewajiban 

orang tua pasca perceraian dalam masyarakat Suku 

Lembak berfungsi sebagai pengikat moral dan pengendali 

sosial yang efektif dalam melindungi kepentingan terbaik 

bagi anak. 

2. Perjanjian kewajiban orang tua pasca perceraian dalam 

masyarakat Suku Lembak memiliki kedudukan yang kuat 

dalam perspektif ‘urf dan dapat dikategorikan sebagai ‘urf 

shahih, yaitu kebiasaan yang telah diterima dan 

dipraktikkan secara umum oleh masyarakat, tidak 

bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam, serta 

membawa kemaslahatan, khususnya bagi anak pasca 

perceraian. Praktik ini sejalan dengan kaidah fikih al-‘ādah 

muhakkamah yang menegaskan bahwa adat atau kebiasaan 

dapat dijadikan dasar hukum selama tidak bertentangan 



 

 

dengan ketentuan syariat. 

Substansi perjanjian adat tersebut tidak menghapus atau mengurangi kewajiban orang tua sebagaimana ditetapkan dalam hukum Islam, melainkan justru memperkuat pelaksanaannya melalui mekanisme adat yang hidup di tengah masyarakat. Selain memiliki legitimasi dalam 

perspektif ‘urf, praktik ini juga sejalan dengan ketentuan 

hukum nasional yang menegaskan bahwa perceraian tidak 

menghapus kewajiban orang tua terhadap anak. Dengan 

demikian, perjanjian kewajiban orang tua pasca perceraian 

dalam masyarakat Suku Lembak dapat dipandang sebagai 

bentuk living law yang mencerminkan sinergi antara 

hukum Islam, hukum adat, dan hukum nasional dalam 

menjaga keteraturan sosial serta menjamin perlindungan 

hak-hak anak pasca perceraian. 

 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian, disarankan agar praktik 

perjanjian kewajiban orang tua pasca perceraian dalam 

masyarakat Suku Lembak tetap dipertahankan dan 

dilaksanakan secara konsisten melalui mekanisme 

musyawarah adat yang berlandaskan nilai-nilai Islam. Tokoh 

adat, tokoh agama, dan keluarga besar diharapkan terus 

berperan aktif dalam membimbing serta mengawasi 

pelaksanaan perjanjian tersebut agar hak-hak anak tetap 

terlindungi secara optimal. Selain itu, dukungan dari 

pemerintah daerah dan lembaga keagamaan melalui edukasi 

hukum juga diperlukan agar praktik perjanjian adat yang 

hidup di tengah masyarakat dapat berjalan selaras dengan 



 

 

hukum Islam dan hukum nasional dalam rangka penguatan 

perlindungan anak pasca perceraian. 
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